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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.07/2019 TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI SERTA 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk mendukung pengadaan pinjaman luar negeri tunai dalam pemenuhan 
pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang, perlu dilakukan penyempurnaan 
dengan penambahan proses perencanaan dan ketentuan dalam pengadaan pinjaman 
luar negeri tunai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana 
telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477); 
Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 38/PMK.07/2019 (BN 
Tahun 2019 No. 370), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07 /2019 
tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan 
Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 370). Job Person Match (Kesesuaian Pekerjaan dengan Kompetensi 
Seseorang) yang selanjutnya disingkat JPM adalah kesesuaian Kompetensi Manajerial 
dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki pegawai negen sipil dengan kompetensi 
jabatan yang dipersyaratkan. Nilai Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD untuk 
Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural diperoleh dari hasil 
perbandingan antara Kompetensi yang dimiliki dengan Standar Kompetensi Jabatan 
Fungsional AKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Nilai kelulusan Uji Kompetensi Jabatan 
Fungsional AKPD untuk Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural di 
Instansi Pusat mengacu pada nilai minimum JPM untuk pengisian jabatan fungsional di 
lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal nilai minimum JPM untuk peng1s1an 
jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan belum ditetapkan, nilai 
kelulusan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD untuk Kompetensi Manajerial dan 
Kompetensi Sosial Kultural di Instansi Pusat mengacu pada nilai minimum JPM untuk 
pengisian jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilai kelulusan Uji 
Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD untuk Kompetensi Manajerial dan Kompetensi 
Sosial Kultural di Instansi Daerah mengacu pada standar hasil penilaian yang berlaku 
secara nasional yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi 
kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil 
negara secara nasional. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 22 Juli 2022. 

  - Lampiran: halaman 9-49. 

 


